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ABSTRAKSI

MORGAN, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
DESEMBER 2011, “Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Terkait
Dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas Di Kota
Batu (Studi Di Perum Jasa Tirta 1)”, Agus Yulianto, SH.MH. ; Lutfi Effendi,
SH.MHum.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan sungai akibat bertambahnya
jumlah penduduk Perum Jasa Tirta 1 melakukan upaya perlindungan,
pengembangan, dan penggunaan sungai sesuai amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 93 Tahun 1999. Namun annya masih terdapat faktor-faktor
penghambat dalam pelaksa Qtah tersebut, sehingga masih
terjadi banyak pelanggar.

Masalah
Peraturan Pemeri an Umum (Perum)
Jasa Tirta I t an Sungai Kali
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Brantas di haan Umum
(Perum) Sempadan
Sungai K
Prosedur
pengumpu Sekunder
melalui st a dianalisis
dengan me itatif.
i berikut: 1
Implementas Tahun 1999
Tentang Peru n Peningkatan
Pendayagunaa h perlindungan,
pengembangan, g dihadapi oleh

Perusahaan Um gan peningkatkan
atu terdiri dari : a.
Faktor Intern yaitu : T Manusia (SDM); (2).
Tumpang Tindih Kewenangan dengan Instansi Lain; (3). Anggaran Operasional
yang Kurang Memadai. b. Faktor Ekstern yaitu : (1). Regulasi; (2). Masyarakat;
(3). Wilayah Kerja yang Luas. 3. Upaya-upaya menanggulangi hambatan-
hambatan tersebut terdiri dari : a. Faktor Intern adalah dengan : (1). Meningkatkan
Jumlah dan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM); (2). Mengusulkan perubahan
kewenangan penerbitan izin; (3). Melakukan kerjasama dengan Pemerintah
Daerah. b. Upaya-upaya mengagulangi faktor extern adalah dengan : (1).
Mengupayakan perubahan Regulasi; (2). Sosialisai dan perjanjian penggunaan
daerah sempadan; (3). Melakukan kerjasama dalam pengawasan dengan
Pemerintah Daerah.

Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pengawasan pada daerah sempadan

sungai dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dan Kota
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yang wilayahnya dialiri sungai Kali Brantas, serta perlu adanya perluasan

kewenangan Perum Jasa Tirta I terutama dalam hal perijinan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungai merupakan s ang dibentuk oleh alam untuk

mengalirkan air, Sun sumber daya air mempunyai

manfaat dan idupan manusia dan

berbagai dan makmur

sebag undang Dasar
1945
45 menyatakan
lya dikuasai oleh
n rakyat”. Dalam
ng Peraturan Dasar

Pokok-pokok A asuk kekayaan alam

yang terkandung di dafarrmsy rtinggi dikuasai oleh Negara,

~J

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.'

Kota Batu awalnya berbasis pertanian seiring berjalannya waktu, Kota
Batu kini menjadi kota yang berbasis pariwisata. Keadaan Kota Batu yang
sedang berkembang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk
akibat urbanisasi pencari kerja, keadaan tersebut menyebabkan meningkatnya

permintaan jumlah tempat tinggal, permintaan yang tinggi akan

! Sekretariat Negara (1960), Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, Badan Pertanahan Nasional Departemen Pekerjaan Umum, hlm. 5.
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tempat tinggal tersebut tidak diiringi dengan lahan yang mencukupi. Sehubungan
dengan hal tersebut banyak masyarakat dengan sengaja melakukan
penyerobotan lahan, diantaranya kawasan sempadan sungai. Kegitan tersebut
dapat mengancam perlindungan sungai, antara lain terjadinya longsor, erosi,

penyempitan sungai, dan peng rah sempadan sungai oleh masyarakat

secara illegal.
Sungai air sebagaimana

diamanah entang Pengairan

undang-undang
dimaksud oleh negara dan
dipergunaka

Daerah sungai sebagaimana

diamanahkan dala ah Nomor 35 Tahun 1991

tentang Sungai menyatakan bahwa “sungai adalah tempat-tempat dan wadah-
wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan
dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan”.?
Selain itu dalam Pasal 1 butir 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah

* Sekretariat Negara (2004), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
Departemen Pekerjaan Umum, hlm. 5.

? Sekretariat Negara (1991), Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai, Departemen
Pekerjaan Umum, hlm. 2.
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Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai menyatakan bahwa “Daerah sempadan
sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan,
yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
sungai”.*

Dalam peraturan perun an diatas dapat disimpulkan bahwa

berada dalam satu ke an salah satu dari sumber air

r 7 Tahun 2004

lolaan sungai
paten / Kota,
2. sunga ! Kabupaten / Kota

angan Pemerintah

Provinsi;

3. sungai yang atau lebih Provinsi, dan

sungai yang ditetapkan sebagai sungai strategis nasional, menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat.

Khusus untuk sungai strategis Nasional menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat walaupun sungai tersebut berada dalam 1 (satu) provinsi, sebab dikatakan

bahwa sungai ditetapkan menjadi strategis nasional apabila dinilai memiliki

* Departemen Pekerjaan Umum (1993), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993
tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas
Sungai
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parameter / aspek sebagaimana diamanahkan dalam Penjelasan Pasal 13

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut :

1. ukuran dan besarnya potensi sumber daya air pada wilayah sungai

bersangkutan;

2. banyaknya sektor wilayah sungai bersangkutan;

3. besarnya d rhadap pembangunan

pertumbuhan

A Tahun 2006
tentang rupakan sungai
strategis
hajat hidup orang

banyak, maka ndang-Undang Nomor

7 Tahun 2004 yang meliputi upaya

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian
daya rusak air. Dalam hal pendayagunaan sumber daya air yang meliputi antara
lain pengusahaan sumber daya air, sesuai dengan amanah Pasal 45 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Pengusahaan sumber
daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan

oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dibidang
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pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara

dengan badan usaha milik daerah”.

Pemerintah pada tanggal 12 Februari 1990 dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 1990 me

adan usaha milk negara dibidang

pengelolaan sumber ahaan Umum (PERUM) Jasa

rantas, Perum
dalam Pasal 6
nyatakan bahwa
Maksud didi

rakan pemanfaatan

umum atas a dan memadai bagi

pemenuhan hajat akan tugas-tugas tertentu

yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai, yang
meliputi perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sungai dan atau
sumber-sumber air termasuk pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan
bimbingan.®

Kata-kata “Penggunaan” dimaksud di atas mempunyai arti bahwa Perum

Jasa Tirta | diberikan tugas-tugas tertentu oleh Pemerintah untuk melaksanakan

> Sekretariat Negara (1999), Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum
(PERUM) Jasa Tirta I, hlm.7.
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perlindungan terhadap sumber-sumber air, yaitu dengan melakukan pengamanan

dan pemberdayaan sungai tersebut melalui kerjasama usaha dengan pihak lain.
Pada daerah sempadan sungai, masyarakat dapat melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu dengan tidak mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan

tempat usaha. Kegiatan-kegi dapat dilakukan oleh masyarakat

sebagaimana diatur d teri Pekerjaan Umum Nomor
a. Untuk kan;

ringatan, serta

d. Untu 3 pa air minum;

tau jembatan baik

rsifat social dan

kemasyarakat ak yang merugikan bagi

kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
g. Untuk pembangunan prasarana lalulintas air dan prasrana pengambilan dan
pembangunan air;
Kota Batu sebagai wilayah dengan sumber mayoritas air Kali Brantas
terutama di Desa Sumber Brantas dan Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota
Batu. Dan sebagian besar penduduk Desa Sumber Brantas dan Tulungrejo

bekerja sebagai petani, baik pemilik lahan maupun buruh tani. Cara bertani warga
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dua desa itu banyak yang tidak memperhatikan kaidah konservasi. Banyak lahan
hutan yang dibuka oleh petani untuk digunakan sebagai lahan pertanian.
Akibatnya pada tahun 2004 terjadi banjir dan longsor di aboretum Desa Sumber
Brantas. °

Hilangnya kawasan resa erah hulu akibat alihfungsi lahan yang

menyebabkan penyus h Toyomerto Gunung Arjuno
n hilangnya beberapa
sumber m di Sumbebrantas
un terakhir. 11
h mengering,
3/det menjadi
san resapan air
ertanian tanaman
rdapat 170 (seratus

tujuh puluh) m sebelas) pada Tahun

2008, data terakh ulu Sungai Kali Brantas

mengecil menjadi 46 (empat puluh enam) mata air. Selain hilangnya mata air,
90% sungai-sungai kecil yang menjadi aliran sumber air mengalami
pencemaran.” Adanya permasalahan tersebut di atas Perusahaan Umum

(Perum) Jasa Tirta sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan dapat

® “Balai Besar Wilayah Sungai Brantas” http://www.bbwsbrantas.com diakses tanggal 19 maret

2011
7 “Pemasok: Prigi Arisandi” http://www.Terranet.co.id. diakses pada tanggal 19 Maret 2011
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melakukan upaya-upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan menggunakan
daerah sempadan Sungai.

Berdasarkan pada uraian di atas penulis memandang perlu untuk
melakukan penelitian sebagai dasar untuk menyususn skripsi dengan judul

‘IMPLEMENTASI PASAL 6 AY, TURAN PEMERINTAH NOMOR 93

TAHUN 1999 TENT (PERUM) JASA TIRTA |

TERKAIT DEN SEMPADAN SUNGAI

Be permasalahan
1. Bagai ! erintah Nomor 93
irta | terkait dengan

rantas di Kota Batu?

mum (Perum) Jasa Tirta |

terkait dengan peningkatkan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas

di Kota Batu, dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian dan penulisan yang berfokus kepada penelaahan tentang
pendayagunaan daerah sempadan sungai sebagai kekayaan Negara mempunyai

tujuan untuk :
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1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum)
Jasa Tirta | terkait dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai
Kali Brantas di Kota Batu.

2. Menemukan, mengetahuj nganalisis hambatan-hambatan yang

dihadapi serta n oleh Perusahaan Umum

(Perum) 6 ayat (2) Peraturan

an Peningkatan

pai, diharapkan

Hasil pe sumbangan pemikiran

negara terutama tentang

kewenangan alat-alat kelengkapan negara dalam melaksanakan tugas-
tugasnya, hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan
untuk meningkatkan pendayagunaan sempadan sungai berdasarkan Pasal
6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta |.

2. Praktis.
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, diantaranya untuk :

a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diharapkan hasil penelitian ini
dapat dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan dan menyusun

kebijakan-kebijakan d ngamanan daerah sempadan sungai

kan hasil penelitian ini

pendayagunaan

ngelolaannya

il penelitian ini
enai pentingnya
ngakuan daerah
se

bentuk perjanjian

tah sebagai pengelola

sungai da

d. Mahasiswa, memberikan tambahan pengetahuan dalam perkembangan
hukum administrasi negara terutama tentang kewenangan alat
kelengkapan negara dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini yang

dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.

E. Sistematika Penulisan
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Penulisan tesis ini direncanakan terbagai dalam 5 (lima) bab, yang
susunannya sebagai berikut :
Bab | : PENDAHULUAN
latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan,

metodologi penulisa atika penulisan.

Bab II.
Pad taka yang membahas
ertian-pengertian
mum tentang
Umum Jasa

Bab llI

I jenis sumber data,

pop ta, analisis data dan

definisi

Bab IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran umum Perum Jasa Tirta | mencakup bentuk-bentuk badan
usaha milik Negara, pendirian Perum Jasa Tirta | yang terdiri dari :
maksud dan tujuan, sifat, tugas, wilayah kerja dan bidang usaha,
pendayagunaan daerah sempadan sungai sebagai kekayaan Negara,
upaya-upaya peningkatan pendayagunaan sempadan sungai Kali

Brantas di Kota Batu.
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: PENUTUP

Bab ini berisi tentang dua hal, yaitu Kesimpulan yang berisi tentang
seluruh kesimpulan secara umum dari pembahasan rumusan
permasalahan yang ada dalam penelitian, dan Saran yang berisi

tentang himbauan n sehubungan dengan permasalahan
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BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Sumber Daya Air

Air merupakan unsur d enting bagi stabilitas ekosistem. Air

juga merupakan sum diperlukan bagi hidup dan

kehidupan, tid k hidup lain beserta

lingkunga K jumlah maupun

aya menjamin
berkelanjutan.
Kebutuha ri waktu ke waktu

karena meni

Berdas tentang Sumber daya

air, disebutkan ba arunia Tuhan Yang Maha

Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang
ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil.

Arif Budiman, Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Air Menuju Pengaktualisasian
Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Kenyataan,
Jakarta, Indoensia Center for Environment Law (ICEL),1999, Hlm. 195
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Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak

yang serupa dengan itu, masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyatr, tuan Republik Indonesia.’
iri dari air, sumber air,
air sendiri adalah

ada, di atas,

sebagai salah
empunyai fungsi
yang sang ! sungai. Dalam UU
No. 7 Tah an bahwa sungai

merupakan sa harus dikelola secara

menyeluruh, terp up dengan mewujudkan

kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dengan demikian sungai harus dilindungi dan dijaga
kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan
dampak negatif terhadap lingkungannya. Dalam rangka mewujudkan
kemanfaatan sungai serta mengendalikan kerusakan sungai, perlu ditetapkan

garis sempadan sungai, yaitu garis batas perlindungan sungai. Garis sempadan

’ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali. Jakarta, 2001, Hlm. 86
"' M Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan di Indonesia, Alumni,
Bandung, 2003, Him. 11
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sungai ini selanjutnya akan menjadi acuan pokok dalam kegiatan pemanfaatan
dan perlindungan sungai serta sebagai batas permukiman di wilayah sepanjang

sungai.

B. Kajian Umum Pendayagunaan Sempadan Sungai

1. Pendayagunaan

tapkan zona

ir. Penetapan

n secara teknis
hid
oleh garis sempadan

sumber

d) memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
e) melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang
berkepentingan; dan
f) memperhatikan fungsi kawasan.
2) Pengusahaan sumber daya air yang diselenggarakan dengan
memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian linkungan hidup.
Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah

sungai hanya dapat dilaksanakan oleh satu badan usaha milik negara atau
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badan usaha milik daerah dibidang pengelolaan sumber daya air atau
kerjasama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik
daerah. Selain itu pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh
perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha

berdasarkan izin pengu emerintah atau pemerintah daerah

sesuai dengan ki tersebut dapat berbentuk:

suai persyaratan yang

i persyaratan

ai persyaratan

anjang kiri kanan

saluran/sun irigasi primer, yang

mempunyai man kelestarian fungsi sungai.

1"

Daerah sempadan sungai merupakan salah satu dari barang milik
Publik, dan pengurusan barang milik publik (Administration Of Public Property)
dipandang amat penting mengingat banyak dari barang-barang itu

pemakaiannya ditujukan bagi kepentingan umum (verstaan met openbare

11 . . ..
“Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir”

http://www.penataanruang.net diakses pada tanggal 27 Maret 2011
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bestemming). Daerah sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, yaitu :
1).Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah

sempadan yang telah dibebaskan;

2).Daerah penguasaan su taran banijir, daerah retensi; bantaran

atau daerah se

an perkotaan,

sebelah luar

awasan perkotaan,

ter di sebelah luar

sepanjang

2). Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan
perkotaan diperkotaan didasarkan pada kriteria :
a). Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran
sungai seluas 500 (lima ratus)Km2 atau lebih;
b). Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah

pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km2.
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12 Jurnal Kampus “Dinamika TEKNIK SIPIL” , Volume 9, Nomor 1, Januari 2009 : 56 - 66
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3). Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan didasarkan pada kriteria :
a). Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga)
meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

meter dihitung dari t ada waktu ditetapkan.

ih dari 3 (tiga) meter

ditetapkan.
san dengan jalan
etentuan konstruksi

tarian dan keamanan

sungai serta

5). Penetapan garis sempadan danau, waduk, mata air, dan sungai yang
terpengaruh pasang surut air laut dengan kriteria sebagai berikut :

a). Untuk danau dan waduk, garis sempadan ditetapkan sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah
darat.

b). Untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang- kurangnya

200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
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c). Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis
sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari
tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur hijau.
Tujuan dari penetapan garis sempadan sungai adalah untuk:

1) agar fungsi sun anggu oleh aktifitas yang berkembang

ingkatan nilai manfaat

ikan hasil secara

C. KajianU ‘ rtal

Perum, adalah BUMN

yang seluruh erbagi atas saham, yang

bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan. Sejenis perusahan badan pemerintah yg
mengelola sarana umum. Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta,

Perum DAMRI. ™

13 Abdulkadir M, Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Kedua Revisi, Bandung, Citra Aditya
Bakti,2006, Him. 102-103
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Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Untuk mendukung

kegiatan dalam rangka me sud dan tujuan sebagaimana dimaksud

di atas , dengan dapat melakukan penyertaan
modal dala
Presiden disertai
enteri Teknis

na dimaksud

nya Peraturan

raturan Pemerintah

an Pemerintah Nomor

93 Tahun 19 m) Jasa Tirta |, mengatur

bahwa Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh
modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan
tidak terbagi atas saham. Merupakan salah satu perwujudan dari perusahaan
negara, yang mendapat tugas mengelola sumber daya air pada wilayah
sungai Kali Brantas beserta anak-anak sungainya dan wilayah sungai

Bengawan Solo beserta anak sungainya."®

** Ibid, Hlm. 104
'S Perum Jasa Tirta I, White Paper, Malang, Perum Jasa Tirta I, 2005, Him 1
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Perum Jasa Tirta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka
melaksanakan Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan sebagian
tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di
wilayah kerja Perusahaan.

Pengusahaan Sum ir pada wilayah kerja sebagaimana

dimaksud dalam P

anfaatan Sumber Daya

da pengguna
pembangunan
angsung; dan

ngelola Sumber
pan rekomendasi
te

Pen aksud dalam Pasal 3

ayat (3), melip

a) pelaksanaan operasi atas prasarana Sumber Daya Air yang telah
diserahoperasikan kepada Perusahaan;

b) pelaksanaan pemeliharaan preventif yang meliputi pemeliharaan rutin,
berkala, dan perbaikan kecil prasarana Sumber Daya Air yang telah

diserahoperasikan kepada Perusahaan;
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c) pelaksanaan pemeliharaan preventif yang meliputi pemeliharaan rutin,
berkala, dan perbaikan kecil Sumber Air yang telah diserahoperasikan
kepada Perusahaan;

d) membantu Pemerintah menjaga dan mengamankan Sumber Air dan

prasarana Sumber ntuk mempertahankan kelestariannya

sesuai deng
e) peme) ana Sumber Daya Air

sesuai dengan

Sumber Daya

n kemampuan

9)
h) I kualitas air pada

Sum haan;

i) penyeba I sebagaimana dimaksud

dalam huruf h kepada pengguna Sumber Daya Air, masyarakat, dan
pemilik kepentingan;

j) bersama pengelola Sumber Daya Air lainnya memberikan bimbingan
dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan

pemberdayaan masyarakat; dan
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k) pemberian pertimbangan teknis dan saran kepada pengelola Sumber
Daya Air yang diberikan wewenang untuk penyiapan rekomendasi
teknis untuk penggunaan Sumber Daya Air.

Perum Jasa Tirta | dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

dalam pengusahaan dan daerah sempadan sungai berdasar

t:1°

pada peraturan pe eriku

tentang luran
Pengairan yang

hun 2008 tentang

3) Pera g Perusahaan Umum

gan Peraturan Pemerintah

No. 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I.
D. Sungai Kali Brantas di Kota Batu

Sungai Brantas adalah sebuah sungai di Jawa Timur yang merupakan
sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Luasnya + 320
km. Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas (Kota Batu), lalu

mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto. Di

' Perum Jasa Tirta I, OpCit, Hlm. 3
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Kabupaten Mojokerto sungai ini bercabang dua manjadi Kali Mas (ke arah
Surabaya) dan Kali Porong (ke arah Porong, Kabupaten Sidoarjo).

Sungai Brantas memiliki fungsi yang sangat penting bagi Jawa Timur
mengingat 60% produksi padi berasal dari areal persawahan di sepanjang aliran

sungai ini. Akibat pendangkala i air yang terus menurun sungai ini tidak

bisa dilayari lagi. Fun si dan bahan baku air minum
a gunung berapi yang
Gunung Semeru
ai ini. Hal ini

ada di aliran

i air permukaan

sebesar 3 penduduk di WS

Sungai Bran (43% Jawa Timur),

dengan pertu atan 1.272 jiwa/km2.

emraRoanakan bedasarkan Rencana

Pengembangan Wilaya

Induk yang telah 4 (empat) kali disusun (1961,1973,1985,1998)."

Pengembangan DAS Kali Brantas dengan pendekatan modern dimulai
sejak 1961 berlandaskan prinsip satu sungai, satu rencana, satu manajemen

terpadu yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kebijaksanaan

7 Asdak, C. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Yogyakarta, Gajah Mada University
Press, 1995, Hlm. 56

"%“Sungai Brantas” http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas, diakses pada tanggal 06 Juni 2011

1 “profil Sungai Brantas” http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai Brantas, diakses pada tanggal 29 Maret
2011
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pemerintah dari waktu ke waktu. Pengembangan dilakukan melalui 4 (empat)
rencana induk pengembangan DAS. Sasaran utama rencana induk berturut-turut
adalah pengendalian banjir (1961), penyediaan air irigasi (1973), penyediaan air
baku (1985) dan konservasi dan manajemen sumberdaya air (1998). Uraian

selengkapnya adalah sebagai bgs

Hasil pengeps sejumlah besar prasarana

pengairan. Man jan banjir 50 tahunan di
sungai utay \0 ha; irigasi untuk
sawah langsung dari
sungai jam per-tahun,

240 juta m® per-

i 15,2 juta orang
(1999) atau 2 padatan rata-rata 1,2

kali lebih tinggi ali Brantas mempunyai

peran yang cukup bes3 PTovinsi Jatim sebagai lumbung
pangan nasional. Dalam tahun 1994-1997, Provinsi Jatim telah memberi
kontribusi rata-rata 470.000 ton beras/tahun atau sebesar 25% dari stok pangan

nasional.

Pada pertengahan tahun 1980-an mulai timbul masalah mengenai siapa
yang diberi tugas untuk mengelola bangunan prasarana pengairan pasca proyek
agar bangunan, dengan total investasi tertanam di Kali Brantas sebesar Rp 7,38

triliun (nilai tahun 2000), dapat berfungsi sesuai yang direncanakan. Persoalan
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pengelolaan pasca pembangunan tersebut, terutama dalam hal institusi,
sumberdaya manusia dan pendanaan. Mengacu pada pengalaman negara maju
dan berdasar peraturan-perundangan yang ada serta untuk menjaga
keberlanjutan fungsi prasarana pengairan tersebut, maka Pemerintah

membentuk Perum Jasa Tirta | MN pengelola Kali Brantas pada tahun

1990.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan perm ang akan diteliti dalam penelitian ini

menggunakan jenis bertujuan untuk mengetahui

ran Pemerintah Nomor

93 Tahu a | terkait dengan
Peni di Kota Batu.
Selai yang dihadapi
oleh peningkatkan
Penday & tu, serta upaya
untuk m Pendayagunaan
Sempadan
B. Lokasi Penelitia
Perum Jasa Tirta | mempunyai kewenangan sebagaimana

diamanahkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun
1999 menyatakan bahwa Maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk
menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang
bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta
melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam

pengelolaan  daerah aliran  sungai, yang meliputi  perlindungan,
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pengembangan, dan penggunaan sungai dan atau sumber-sumber air termasuk
pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan bimbingan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan suatu penelitian
bagaimana sebenarnya implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 93 Tahun 1999 Tenta aan Umum (Perum) Jasa Tirta | terkait

dengan Peningkatan Sungai Kali Brantas di Kota

gara (BUMN) di

emiliki kewenangan

sungai Kali Brantas

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah jenis
data primer dan sekunder.

a. Data primer
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Data primer, yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang
berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti, yang
dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari data
sekunder yang ada. Dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan

menggunakan metode a langsung dengan para pihak yang

kemudian dij bahan penulisan.

h melalui studi
kan peraturan
iteratur, karya
terkait dengan
omor 93 Tahun
Tirta | dalam
ali Brantas di Kota

Pe

Batu. yaitu Undang-undang

Nomor aya Air dan Peraturan

Pemerintah tentang Sungai Nomor 35 tahun 1991, Peraturan
Pemerintah tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta | Nomor 93

Tahun 1999.

2. Sumber Data
Dalam memperoleh dan mengumpulkan data maka penulis

melakukan beberapa studi atau penelitian yaitu :
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a. Data Primer
Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung untuk
memperoleh data-data primer, guna mengetahui dari segi praktisnya dari

data yang bersifat teoritis. Sumber data primer dalam penelitian ini

berasal dari hasil waw; sung dengan narasumber, dalam hal

ini Perusahaa

Peningkatan

di Kota Batu

asa Tirta [,

Fakultas Hukum

erhubungan dengan

pen an mengambil data yang

diperoleh secara teknis,
5) Situs-situs internet, dan

6) Koleksi pribadi

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer
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Data primer ini diperoleh melalui pengumpulan-pengumpulan data
berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu dengan cara
wawancara terarah (directive interview) yang berupa tanya jawab secara
sitematis menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan

sebelumnya dan tidak m ungkinan adanya variasi pertanyaan

sesuai dengan sj tetapi tetap berkaitan dengan

obyek pe yan penelitian dengan

lam penelitian

epustakaan yang
buku—buku/literatur,

kary el yang terdapat pada

majalah- tulisan yang mempunyai

hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen
fotokopi application form resmi yang berkaitan dengan Peningkatan
Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu yang
dilakukan oleh Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta |

c. Akses Internet
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Data didapatkan dari situs-situs internet yang terkait dengan masalah
Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota

Batu yang dilakukan oleh Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I.

individu atau seluruh

Bra oL ] (PERUM) Jasa
1 M) Jasa Tirta |
adan sungai Kali
Brantas

njadi sumber data

penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Teknik pengambilan
sample dalam penelitian ini dilakukan dengan cara porposive sampling.
Porpusive  Sampling adalah teknik pengambilan sampel, dimana
pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam hal ini
setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat

dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Pemilihan dilakukan dengan

20 Ronny H. Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990, hal.38.
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memilih stakeholder yang terkait dengan implementasi Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum
(Perum) Jasa Tirta | terkait dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan
Sungai Kali Brantas di Kota Batu. Sampel dalam penelitian ini yaitu para

stakeholder seperti pegawgi Perum Jasa Tirta | yang mempunyai

kapasitas terkait agunaan Sempadan Sungai

yang diajukan

yang mempunyai

yagunaan Sempadan

Sungal

b) 2 orang dari pihak Calon atau masyarakat yang memanfaatkan atau

tinggal disekitar Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu

F. Teknik Analisa Data
Di dalam pembahasan, berdasarkan semua data yang terkumpul,
penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu dengan cara pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan
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subyek atau obyek penelitian ini berdasarkan pada faktor-faktor yang tampak.
Penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu
hal di daerah tertentu, guna mendapat gambaran berupa data awal tentang
permasalahan yang akan diteliti”’. Alasan menggunakan metode ini karena

ingin menunjukkan dan men n data dan informasi yang diperoleh

berdasarkan hasil permasalahan-permasalahan

data sekunder
pustakaan yang

berkaitan ‘ h kesimpulan dan

G. Definisi Operasi

1. Implementasi adalah kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-
sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan
kegiatan.

2. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta | adalah Badan Uasaha Milik Negara
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1969, yang

bidag usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri,

! Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika : Jakarta, hal 9.
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dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang
dipisahkan dan tidak terbagi oleh saham.

3. Pendayagunaan adalah pengusahaan sumber daya air secara optimal agar
berhasil guna dan berdaya guna.

Sempadan Sungai adalah sepanjang kiri kanan saluran/sungai

termasuk sungai bu er, yang mempunyai manfaat

N
<
2
2
=

UNIVERSITAS




.ub.ac.|

repository

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Perum Jasa Tirta |

1. Sejarah Perum Jasa Tirta I*2

Perum Jasa Tirta | yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 5 tah telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nom n salah satu perwujudan

r Pusat di

berada di

itu Perum an di Jakarta serta

Kantor di Solo

a. Maksud dan Tujuan
Maksud didirikannya perusahaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 adalah
untuk  menyelenggarakan kemanfaatan =~ umum atas air  dan
sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan

hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas

*? Data Internal Bagian SDM Perum Jasa Tirta [
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tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran
sungai yang meliputi antara lain perlindungan, pengembangan, dan
pengambilan air dan/atau sumber-sumber air termasuk memberikan

informasi, rekomendasi serta bimbingan dan penyuluhan.

membangun ekonomi nasional

irta | dibentuk
lolaan air dan
a Tirta | diberi
m memberikan

rintah.

Nomor 93 Tahun 1999

menyatakan bahwa sifat usaha Perusahaan adalah menyediakan
pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksudkan dengan
menyediakan pelayanan adalah memberikan jasa pelayanan atas air

dan sumber air di wilayah kerjanya dalam rangka pemenuhan hajat
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hidup orang banyak. Prinsip pengelolaan perusahaan yang dimaksud
disini bahwa dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan good
corporate governance.

c. Tugas Perusahaan

riaan Umum No. 56/PRT/1991

n perlindungan,

umber air.

las-jelas bahwa Perum

Jasa Tirta | mengutamakan tugas dari Pemerintah untuk melakukan
eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan yang sangat vital bagi
perlindungan sumber daya air. Dan untuk menunjang pembiayaan dalam
melaksanakan tugas pemeliharaan, Perum Jasa Tirta | diberi tugas untuk
melaksanakan pengusahaan air dan sumber air. Selain tugas tersebut,
Perum Jasa Tirta | masih diberi tugas yang seharusnya menjadi tugas

Pemerintah yaitu pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi
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prasarana pengairan, sehingga Pemerintah dalam hal pembiayaan dapat

lebih diperingan.

. Wilayah Kerja :

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999

menyatakan bahw. um Jasa Tirta | adalah Wilayah
gai : Kali Brantas, Kali
ng, Kali Lekso, Kali
, Kali Tawing,
a, Kali Dawir,
to, Kali Bening,
Kali Beng, Kali
Kali Kambing, Kali

n Kali Kedurus.

p berhasil, Pemerintah

memberi  kepercayaan kepada Perum Jasa Tirta | untuk mengemban
tugas di wilayah sungai lain. Mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999, melalui Keputusan Presiden
Nomor 129 Tahun 2000 Perum Jasa Tirta | diberi kewenangan mengelola
wilayah sungai Bengawan Solo yang meliputi: Sungai Bengawan Solo,
Kali Tirtomoyo, Kali Keduwang, Kali Walikan, Kali Dengkeng, Kali Blora,

Kali Ceper, Kali Ujung, Kali Lohgede, Kali Siwaluh, Kali Grompol, Kali
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Tempuran, Kali Mungkung, Kali Gambiran, Kali Madiun, Kali Ketegan, Kali
Cemer, Kali Catur, Kali Brangkal, Kali Gandong, Kali Kukur, Kali Jungke,
Kali Ketonggo, Kali Trinil dan Floodway Plangwot-Sedayu-lawas.

Untuk sementara ini, karena dirasa Perum Jasa Tirta | belum

sanggup dalam ha engelola seluruh wilayah sungai

0 merupakan
merintah dan
onomian dan

dilalui sungai

dan Bengawan Solo

g memanfaatkan aliran

sungai tersebut untuk kegiatan usahanya, di sisi lain wilayah sungai
tersebut sering mengakibatkan bencana banjir yang sangat merugikan
masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka Pemerintah menyerahkan
pengelolaan kedua wilayah sungai tersebut kepada Perum Jasa Tirta |
yang secara badan hukum memiliki kewenangan untuk melaksanakan

perbuatan-perbuatan dalam ranah hukum publik dan hukum perdata,
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sehingga dengan adanya Perum Jasa Tirta | kedua wilayah sungai

tersebut dapat dikelola secara baik dan profesional.

e. Peta Wilayah Kerja
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Di Wilayah Sungai Kali Brantas

Floodway Inlet

PETA LOKASI
Bendungan Wonogiri

f. Bidang usaha
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Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 menyatakan
bahwa dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya
keselamatan kekayaan negara, perusahaan menyelenggarakan kegiatan :
1). penyediaan air baku bagi kepentingan perusahaan air minum,

perusahaan listrik, a perkotaan dan kawasan pemukiman,

irigasi, ketenagaan

nstruksi, usaha

at menunjang

Jasa Tirta |
rbuatan perdata
a dengan bentuk
li Brantas.

2. Visidan

Perum Jasa Tmee= aan BUMN dalam menjalankan

usahanya memiliki visi dan misi yang senantiasa digunakan untuk
mencapai keberhasilan. Visi dan Misi tersebut, antara lain :
a. Visi
Menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang

pengelolaan sumber daya air terbaik di Asia Pasifik pada tahun

2025.
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b. Misi
Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya
air dan sistem penyediaan air minum serta sanitasi sesuai
penugasan Pemerintah yang memuaskan semua pemangku

kepentingan b prinsip korporasi yang sehat dan

DIREKTUR DREKTIR | |
SUMBERDAYA KEUANGAN | '
MANUSIA & UMUM [
....................................................................... e

! :

FOCRDNATER | | '

|| wiLvansnga | !

BENGAWANEOLO | !
seRe- || BRO mRo || BRO I weo [ Owsi [\omsi [fowsi || emo | o fows f ows|| 8% || s || ows | | e || ERO
Tarss |PERENC.S ||pengens v, | |PENOEOM lpengenn || JASA || sasa || msa || pemen [ weu || dmsa || asa [ encem [ e || P | CEETE
N gz %RE s (| ons | f ey || STeue
peusa| ROV | wwiass || NNTAR) | gpens | gt | (lasai (el o [ asan | v || sous || gugu | un | | ey ([ v
i Te00nl || LN || e oFs || M BKBRT || I =

Sumber : Data Sekunder diolah, 2011
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Setiap bagian dalam struktur organisasi Perum Jasa Tirta |
mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing, Tugas dan tanggung

jawab masing-masing bagian adalah :

1. Sekretaris Perusg

vab kepada Direksi
encanaan dan
an tugasnya

PKBL.

manajemen dan
aan teknis dan

én program, keamanan

insfrastruktur, T rartgan unit bisnis strategis, teknologi
informasi, pengelolaan lingkungan, laboratorium kualitas air, dan
pembinaan harian sekretaris Perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Perencanaan dan
Pengembangan Teknik dibantu dan membawakan :

- Biro Pengembangan Usaha, Manajemen dan Teknologi

- Biro Perencanaan dan Program
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- Biro Pengelolaan Data dan Lingkungan

3. Direktorat Pengelolaan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan SDA di wilayah Sungai Kali

Brantas dan wil awan Solo di bidang operasi dan

perusahaan,

pemeliharaan

an dibantu dan

(wilayah Sungai Kali

Brantas)

- Divisi Jasa Air dan Sumber Air (ASA) Il (wilayah Sungai Kali
Brantas)

- Divisi Jasa Air dan Sumber Air (ASA) lll (wilayah Sungai Kali
Brantas)

- Divisi Jasa Air dan Sumber Air (ASA) IV (wilayah Sungai Kali

Bengawan Solo)
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- Divisi Jasa Air dan Sumber Air (ASA) V (wilayah Sungai Kali
Bengawan Solo)

- Biro Pengendalian Operasional

- Biro Perencanaan dan Pengendalian Operasional

yunyai tugas di
sekretariat,
bnstruksi  dan

PLTA/PLTM,
aan SDA lainya
g dimiliki/dikuasai
gsi pembinaan pada

mber daya Manusia,

pendidikan, pelatihan oa

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Sumber Daya dan Umum

dibantu dan membawakan :

- BiroPengembangan Sumberdaya Manusia, Perlengakapan, dan
Rumah Tangga

- Divisi Jasa Umum-I

- Divisi Jasa Umum-l|

5. Direktorat Keuangan
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Direktur Keuangan mempunyai tugas di bidang keuangan, sistem dan
manajemen mutu, pembinaan harian pada satuan pengawasan intern
serta pembinaan pada Biro Keuangan dan Umum di bidang keuangan
dan anggaran.

Dalam menjalanka , Direktorat Keuangan dibantu dan

ngah digulirkan

ber JASA TIRTA |
men;j M JASA TIRTA |
berkomi tik Good Corporate

baik sebagai bagian dari

usaha untuk pencapaian Visi dan Misi perusahaan. Code of Conduct ini
merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan Tata
Nilai Unggulan PERUM JASA TIRTA |, yaitu Clean (Bersih), Competitive
(berdaya saing), Confident (Percaya Diri): Customer Focused (Fokus
Pada Pelanggan), Commercial (Komersial) dan Capable (Berkemampuan)
ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata

perilaku.
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2. Statement of Corporate
Penyusunan Statement of Corporate Intent (SCI) oleh Perusahaan
Umum (Perum) Jasa Tirta | Malang (PJT I) dimaksudkan sebagai salah
satu upaya untuk menciptakan indikator kinerja perusahaan yang

transparan dalam ran tikan pencapaian kinerja perusahaan

yang optimal b ber daya perusahaan secara

kup informasi
an beserta
n oleh Pemilik

rusahaan.

rporate  Governance)

digunakan kelola perusahaan oleh

Pemilik Modal/RPB, Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja.

B. Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 terkait dengan Peningkatan
Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu
1. Perlindungan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas

Ketentuan pasal 6 ayat (2) dari Peraturan-pemerintah No. 93

Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta | terkait
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dengan peningkatan pendayagunaan daerah sempadan Sungai Kali
Brantas di Kota Batu secara tegas menyatakan:

maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk
menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-
sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat
hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu
yang diberikan Qiah dalam pengelolaan daerah aliran
sungai, [ndungan, pengembangan, dan
umber-sumber air termasuk
uluhan dan bimbingan.

yang mempunyai
\at hidup orang
kapan hujan,

edalian banijir,

Sungai Kali Brantas
rbagai macam bentuk
gan Pemerintah Kota
Batly; gan, pembangunan DAM,
penertiban, pengawasan dan pengendalian.?

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di atas sangat penting
bagi Perum Jasa Tirta | untuk melakukan perlindungan terhadap daerah
sempadan sungai. Dalam melakukan perlindungan sesuai dengan
amanat Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 yang

berbunyi sebagai berikut:

3 Hasil Wawancara dengan Bpk. Wahyu Dutonoto, Kepala Bagian Hukum Perum Jasa Tirta 1.
Tanggal 11 Oktober 2011
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Pengelolaan suber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral

dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk

menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.
Perum Jasa Tirta | bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batu dan
Perhutani, selain merupakan amanat dari Undang-undang juga karena

luas dari wilayah daer: ngai Kali Brantas. Kerjasama dengan

Pemerintah an Dinas Kehutana dan
ama dalam melindungi
penghijauan di
dikelola oleh
Arjuno sudah

aerah tersebut

nya merupakan

erum Jasa Tirta |

kewen Keputusan Menteri

Pekerjaan tentang Pelimpahan

Wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau
Sumber-sumber Air di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa
Tirta | kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur.

Bagan 4.2 Permohonan Izin

Pemohon

PJT I
(tembusan)
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Propinsi
Jatim

\ Rekomtek

Dinas PU l

Qa dimaksud di atas
Propinsi Jawa

bali ke Dinas

an rekomendasi
Dinas Pekerjaan
enyatakan daerah
infaatkan maka Dinas

Pekerjad izin, sebaliknya bila

rekomendasi teknis darl Perum Jasa Tirta | menyatakan daerah
sempadan yang dimohonkan untuk didayagunakan maka Dinas
Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur menerbitkan izin. Dalam
kenyataannya banyak masyarakat menggunakan daerah sempadan

sungai tanpa mempunyai surat izin dari Gubernur Jawa Timur.

Tabel 4.1 Data Pemohon Izin

No Bulan Jumlah
1 | Januari -
2 | Februari 3
3 | Maret 2
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April -
Mei 1
Juni

Juli
Agustus
September
Oktober
November -

o= N

=N~ N e

Sumber: Data Sekunde

\Uan masyarakat akan
eliru, tidak ada
g bersertifikat
un mendirikan
in, penghijauan
dild . upaya tersebut
m Jasa Tirta | untuk

mer!

menge asal 57 Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2004 noer Daya Air yang berbunyi sebagai

berikut:

(1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh
yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan;

(2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui
perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun
secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan
sumber daya air;

(3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat;

(4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah
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daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan
masyarakat.

Sesuai dengan peraturan di atas Perum Jasa Tirta | telah membangun
Tanggul, DAM, Plengsengan di daerah aliran Sungai Kali Brantas di Kota

Batu. Jumlah tanggul sengan di daerah aliran Sungai Kali

enanggulangi daya rusak air,
lam penanggulangan
Arjuno masih
, hal tersebut
yang dibuka
pan air, selain
ntas jika musim
tahun 2004.

sempadan sungai

nat Pasal 45 ayat (2) yang

berbunyi sebagi berikut:

Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu
wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan
sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik
negara dengan badan usaha milik daerah.

dapat melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi di

daerah sempadan sungai. Pelaksanaan penertiban tidak dilakukan
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sendiri oleh Perum Jasa Tirta |, dalam pelaksanaan penertiban Perum
Jasa Tirta | sebagai leading sector dibantu oleh Polisi dan Satpol PP.
Wilayah aliran Sungai Kali Barantas di Kota Batu belum pernah

diadakan penertiban oleh Perum Jasa Tirta |, kenyataannya banyak

sekali pelanggara Ranyak masyarakat menggunakan
Q. Tingginya jumlah
luwas wilayah

a masyarakat

lan tidak ada

padan sungai yang
i Pasal 21 ayat (2)

Undang nyi sebagai berikut:

Perlindungan 4z aran sumber air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah
tangkapan air;
pengendalian pemanfaatan sumber air;
pengisian air pada sumber air;
pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan
pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
. pengaturan daerah sempadan sumber air;
. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan
pelestarian alam.

PooT

T oQ ™

dan Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
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(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber
daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap
seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber
daya air pada setiap wilayah sungai.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melibatka arakat.

m pengawasan sebagaimana

ukan dengan menyampaikan

da pihak yang berwenang.
pelaporan  dan
asan pengelolaan

ngan masang
bahwa tanah
atannya harus
t minim, papan
watt atau rusak.
Tirta | melakukan

penga oleh karyawan Perum

Jasa Tirta

ngai. Kerena luwas wilayah
aliran Sungai Kali Brantas yang sangat luas, menyebabkan pengawasan
tidak maksimal. Sesuai dengan pasal 75 Undang-undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air untuk melibatkan peran serta
masyarakat dalam melakukan pengawasan tidak berjalan, masyarakat

banyak yang tidak mengetahui tentang aturan tersebut.

. Pengembangan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas.
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Konsisten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999
Perum Jasa Tirta | juga melakukan pengembangan daerah sempadan
sungai, pengembangan yang dilakukan Perum Jasa Tirta | harus
memperhatikan kelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai.
ukan Perum Jasa Tirta | diantaranya
n sungai menjadi ruang terbuka
mpadan yang dikembangkan

kelesatarian lingkungan
angan lainnya berupa

Pengembanga
penatagun

ngan yang bersifat

rlangsungan sungai.

Menjadikan™se terbuka hijau atau taman
kota merupakan suatu bentuk pengembangan yang dilakukan Perum
Jasa Tirta | selain untuk keindahan kota juga untuk menjaga Daerah
Sempadan dari erosi dari arus air, tindakan tersebut sebenarnya sangat
efektif untuk menjaga daerah sempadan sungai dari erosi tetapi

penatagunaan sempadan sungai menjadi ruang terbuka hijau dan taman

kota belum terealisasi di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kota Batu.

*% Hasil Wawancara dengan Bpk. Setyo Wibowo, Kepala Sub Divisi Jasa Asa I Perum Jasa Tirta I
tanggal 11 Oktober 2011
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Daerah Sempadan sungai di Kota Batu masih belum dimanfaatkan untuk
ruang terbuka hijau dan taman kota.

Pariwisata juga merupakan bentuk pengembangan Daerah
Sempadan Sungai yang dilakukan Perum Jasa Tirta | sesuai dengan

bunyi Pasal 8 huruf n-pemerintah Nomor 93 Tahun 1999

tentang Peru

sa konstruksi, usaha
innya yang dapat

lan akan dikelola
Kota Batu pernah

menc Desa Bumiaji dan

Pandanrejo ari jalan umum, dan Sungai
Kali Brantas yang banyak batu dan kurangnya promosi. Sementara ini
kegiatan pariwisata yang masih berjalan di Sungai Kali Brantas Kota
Batu hanya Arung Jeram dan masih belum berkembang dengan baik,
Perum Jasa Tirta | sudah melakukan kerjasama yang baik sesuai
amanat Peraturan-pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perum

Jasa Tirta |. Tetapi Dinas Pariwisata Kota Batu yang masih kurang

mengembangkan potensi pariwisata Arung Jeram.



UNIVERSITAS

repository.ub

N
<
2
2
=

59

Bentuk pengembangan lainnya berupa pemanfaatan daerah
sempadan sungai untuk lahan pertanian sesuai dengan bunyi Pasal 11
huruf (a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993

sebagai berikut :

ian, dengan jenis tanaman yang

adan sungai dapat
jenis tanaman
apat ditanam
enahan erosi

tanaman padi,

lapangan daerah
tuk menanam padi,

jagung, n tanaman yang dilarang

ditanam di daerah sempadan sungai.

Pengembangan yang terakhir yang dilakukan Perum Jasa Tirta |
menjadikan daerah sempadan sungai sebagai daerah konserfasi untuk
melindungi keberlangsungan sungai sesuai dengan Pasal 51 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tenang Sumber Daya Air yang

berbunyi:
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(1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh
yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan

Tujuan menjadikan sempadan sungai sebagai daerah konserfasi adalah
untuk meminimalkan daya rusak air. Yang bisa terjadi karena kerusakan

alam. Untuk mewujud rsebut di atas harus ada kerjasama

dengan Perh ingkungan Hidup Kota Batu.
elakukan penanaman
s Kehutanan dan
rbrantas oleh
padan sungai

010 dan 2011

Kehutanan dan

ukan perlindungan,

pengemba Nomor 93 Tahun 1999

Tentang Perum Jasa Tirta | juga melakukan kegiatan penggunaan
sungai yang lebih mengarah pada keuntungang Perusahaan.

Memang arah dari penggunaan sungai adalah untuk mencari
keuntungan, bentuk pengelolaan sungai berupa pengambilan,
pemanfaatan air, dan menerima retribusi dari penggunaan sungai
yang bersifat komersial yang digunakan untuk membiayai
pengelolaan sungai dari hulu sampai hilir. Perum Jasa Tirta | juga
melakukan kerjasama dengan PDAM Kota Batu dalam hal
pengelolaan Sungai, dalam kerjasama inilah Perum Jasa Tirta |
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menerima retribusi dari PDAM, sedangkan untuk kegiatan
pertanian dan keperluan sehari-hari tidak dikenakan retribusi.?®

Berdasarkan wawancara di atas Perum Jasa Tirta | memperoleh

retribusi dari pemanfaatan sungai yang bersifat komersil, sesuai dengan

Pasal 80 ayat (1) d dang-undang Nomor 7 Tahun 2004

uhi kebutuhan pokok
\Jak dibebani biaya

pertanian tidak
biaya berupa
kan keuntungan.
an PDAM Kota Batu

a | menerima retribusi

dari PDAM ukan tidak hanya melibatkan
Perum Jasa Tita | dan PDAM saja, tetapi kerjasama tersebut
memerlukan ijin dari Gubernur Jawa Timur. PDAM Kota Batu merupakan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebelum Batu menjadi kota, Batu
masuk Wilayah Kabupaten Malang dan PDAM Kota Batu dikelola
Kabupaten Malang, jadi izin yang PDAM Kota Batu sudah ada sejak

Kota Batu masih menjadi wilayah Kabupaten Malang. Setelah lepas dari

** Hasil Wawancara dengan Bpk. Wahyu Dutonoto, Kepala Bagian Hukum Perum Jasa Tirta I tanggal
18 Oktober 2011
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wilayah Kabupaten Malang, PDAM Kota Batu memperpanjang izin dan

menambah izin untuk pengambilan air dari sember-sumber air baru.

C. Hambatan dan Upaya Dalam Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 93 Tah 9 Tentang Perusahaan Umum (Perum)

Jasa Tirta | Ter an Pendayagunaan Daerah

Sempadan
1. Fak aturan Pemerintah
) Jasa Tirta |

padan Sungai

unaan Daerah

ng melintasi 15 (lima

bel

asannya membutuhkan

jumlah SDM yang memadai, tidak hanya dari sisi jumlah yang
harus diperhatikan namun dari sisi kompetensi yang mereka miliki.
Pengawas membutuhkan SDM yang memahami tentang peraturan
perundang-undangan , pengawasan tidak hanya dijalankan satu
divisi saja tetapi dilakukan beberapa divisi. Harus ada kerjasama
antar Divisi Jasa Air dan Sumber Air [, Il, Il maupun Divi lainnya

yang berkaitan dengan pengawasan wilayah Sungai Kali Brantas.
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Kendala yang dihadapi dalam pengawasan wilayah aliran
Sungai Kali Brantas antara lain jumlah SDM yang terbatas,
untuk Sungai Kali Brantas memiliki total panjang kurang
lebih 320 km dimana mata airmnya terletak di Kota Batu dan
muaranya di Kota Surabaya.?

Berdasar cara di atas Perum Jasa Tirta |

ukan pengawasan daerah

rah sempadan
fisik saja tetapi
ndangan apakah

sungai melanggar

2) Tum stansi Lain

J

Kewenangan yang dimiliki suatu Instansi tidak selalu
berjalan beriringan dengan instansi lain, tidak menutup
kemungkinan kewenangan suatu instansi tumpang tindih dengan
instansi lainnya. Jika tidak merugikan instansi lainnya tidak akan
menjadi masalah, tetapi jika merugikan Instansi lainnya akan

menimbulkan permasalahan antar Instansi.

*% Hasil Wawancar dengan Bpk Setyo Wibowo, Kepala Sub Divi Jasa Asa I Perum Jasa Tirta I tanggal
18 Oktober 2011
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Izin pemanfaatan daerah sempadan sungai merupakan
pelimpahan wewenang dari Menteri PU kepada Gubernur
Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Dinas PU Propinsi
Jawa Timur. Dalam hal ini fungsi perlindungan,
pengembangan, dan penggunaan sungai sesuai peraturan
melekat pada Perum Jasa Tirta | tetapi pemberian izin ada
pada Dinas PU Propinsi Jawa Timur. Dan yang mengetahui
kondisi d sempadan sungai adalah Perum Jasa
Tirt i mengeluarkan lzin berdasarkan
Jasa Tirta 1.7/

uasia medan.
ngembangan,

Tirta |, tetapi

Air dan atu Sumber-

sumbe an Umum (Peru) Jasa Tirta |
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur, kedaan
tersebut berdampak pada lamanya proses penerbitan izin dan
penerbitan izin tidak sesuai dengan rekomendasi teknis dari Perum

Jasa Tirtal. Keadaan tersebut dapat selain merugikan pemohon

karena lamanya proses perizinan, juga bisa mempengaruhi

%7 Hasil Wawancara dengan Bpk. Wahyu Dutonoto, Kepala Bagian hukum Prum Jasa Tirta I tanggal
18 Oktober 2011
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pandangan pada Perum Jasa Tirta | jika izin tidak sesuai dengan
rekomendasi dari Perum Jasa Tirta. Dalam hal ini sepertinya
kurang tepat apabila suatu instansi yang mempunyai kewenangan

pengawasan, pengembangan, penggunaan daerah sempadan

sungai tetapi enerbitan izin berada pada instansi

bantu dalam
ntikan fungsi
Perum Jasa
ntuk mencakup
al.

sa Tirta | anggaran
angat besar, dan
ang di poskan untuk
Sehingga kami dalam
sempadan kurang bisa

maksimal.””

Berdasarkan wawancara tersebut wilayah kerja Perum Jasa
Tirta | yang harus dipantau sangatlah luas, meskipun Sungai Kali
Brantas yang ada di Kota Batu dekat dengan kantor Perum Jasa
Tirta | belum tentu frekwensi pengawasannya tinggi, karena harus

dibagi dengan Kota atau Kabupaten lainnya yang dilewati Sungai

*¥ Hasil Wawancara dengan Bpk Setyo Wibowo, Kepala Sub Divisi Jasa Asa I Perum Jasa Tirta
tanggal 27 Oktober 2011
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Kali brantas. Pengawasan yang dilakukan Perum Jasa Tirta | tidak
maksimal karena keterbatasan sarana penunjang yaitu anggaran
operasional, pengawasan daerah sempadan yang luas tidak hanya
mengandalkan jumlah SDM banyak tetapi harus juga didukung

dengan anggara

b. Faktor ndayagunaan Daerah

berian izin
nteri Pekerjaan
an Wewenang
an atau Sumber—
(Perum) Jasa Tirta

kep Jawa Timur dianggap

kurang tepat, Pengelola Sumber daya Daya Air adalah Perum Jasa
Tirta | terapi untuk pemberian izin kewenangannya berada pada
Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur. Perum Jasa Tirta |
hanya memberikan rekomendasi teknis yang mengelurkan izin Dinas
Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur, hal tersebut kurang efektif
karena membuat penerbitan izin lebih lama, dan izin bisa saja keluar

tidak sesuai dengan rekomendasi teknis yang diberikan oleh Perum
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Jasa Tirta |. Regulasi Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau
Sumber—sumber Air perlu ditinjau kembali apakah tetap pada Dinas
Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur, karena sebagai pengelola

Sumber Daya Air Perum Jasa Tirta | yang mengetahi secara pasti

kondisi Sumbe

Qber Daya Air yang
ari penghasilan
hhwa daerah

iliki sehingga
semi permanen

Bi kami tidak perlu ijin
ah (petok d) dan kami
pengelolaan tanah kami
sermyanid kami inginkan, membangun
rumah dan menanam tanaman yang kami inginkan.?®

Berdasarkan wawancara di atas sebagian besar masyarakat
beranggapan dapat melakukan aktifitas apapun di daerah sempadan
sungai, apalagi mereka juga mempunyai surat tanah dan membayar
pajak. Masyarakat juga melakukan kegiatan pertanian yang tidak

memperhatikan kelestarian fungsi sungai, dan hal tersebut telah

%% Hasil Wawancara dengan Sdr. Bisri, Warga Masyarakat Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
Tanggal 31 Oktober 2011
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berlangsung sangat lama. Masyarakat banyak yang tidak
mengetahui bahwa daerah sempadan sungai merupakan tanah
negara, mereka menganggap bahwa tanah sempadan sungai

merupakan tanah tidak bertuan yang dapat dimanfaatka dengan

arga penguna
k.30

desa hanya
dan Bangunan
empadan sungai
dak diketahui oleh

an yang berhubungan

langsu isa merubah pemahaman

masyarakat tentang pemahaman pengelolaan daerah sempadan
sungai.
3) Wilayah Kerja yang Luas
Wilayah kerja Perum Jasa Tirta | yang meliputi Kali Brantas,
Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Metro, Kali Lahor, Kali Bambang, Kali

Lekso, Kali Semut, Kali Jari, Kali Putih, Kali Ewuh, Kali Badak, Kali

%% Hasil Wawancara dengan Sugik, Perangkat Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
Tanggal 1 November 2011
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Tugu, Kali Tawing, Kali Ngasinan, Kali Boding, Kali Parit Agung, Kali
Parit Raya, Kali Dawir, Kali Song, Kali Ngrowo, Kali Kedak, Kali
Srinjing, Kali Konto, Kali Bening, Kali Kuncir, Kali Ulo, Kali

Kedungsuko, Kali Widas, Kali Beng, Kali Brangkal, Kali Marmoyo,

Kali Watudako Kali Kambing, Kali Porong, Kali

n Kali Kedurus dan wilayah

penggunaan
pengawasan
pemanfaatan
a pengawasan

luasnya wilayah

ersebut harus dapat

tidak menambah jumlah

penggunaan daerah sempadan sungai yang tanpa izin.

2. Upaya-upaya menanggulangi faktor-faktor Penghambat Implementasi Pasal 6
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan
Umum (Perum) Jasa Tirta | Terkait Dengan Peningkatan Pendayagunaan
Daerah Sempadan Sungai
a. Upaya-upaya menanggulangi faktor intern penghambat Implementasi Pasal

6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang
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Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta | Terkait Dengan Peningkatan
Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai

Dalam pokok pembahasan sebelumnya dijelaskan mengenai faktor-
faktor penghambat dari peningkatan pendayagunaan daerah sempadan

Sungai Kali Brantas di berikut ini akan dijelaskan bagaimana

upaya yang dil untuk menanggulangi faktor

intern pe erah sempadan Sungai

Jasa Tirta |
ari perekrutan
pai melakukan
tugas dan
i dan meningkatkan

Perum Jasa Tirta |

melakuka a jenjang pendidikan S1

yaitu dengan menetapkan standart minimal IPK 3 (tiga) keatas yang
dapat lolos seleksi administrasi. Disamping itu untuk peningkatan
sumber daya manusia Perum Jasa Tirta | juga membekali pegawainya
dengan pendidikan dan pelatihan (Diklat), mengikuti sosialisasi peraturan
Perundang-undangan. Perum Jasa Tirta | juga mengirim pegawainya
untuk melakukan study banding ke daerah di dalam negeri maupun luar

negeri, namun hal yang diperlukan untuk studi banding ini memerlukan
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biaya yang cukup tinggi. Hal yang perlu diperhatikan adalah bukan
penambahan jumlah pegawai yang banyak untuk melakukan
pengawasan dan pengelolaan daerah sempadan sungai, tetapi adanya
suatu sitem yang dapat mempermudah dalam melakukan pengawasan

daerah sempadan sun

n beriringan.
enteri BUMN
kerjaan Umum
n Pelaksanaan
er Air di Wilayah
a Gubernur Kepala

imaksud Perum Jasa

Tirta | a erbitan izin beralih pada

Perum Jasa Tirta I. Diharapkan dengan penerbitan izin berada pada
Perum Jasa Tirta | maka proses penerbitan izin bisa lebih cepat dan
penerbitan izin sesuai dengan rekomendasi teknis. Kewenangan instansi
atau badan perlu dipertegas batasannya untuk memperjelas pembagian
urusan dan menghindari kewenangan yang tumpang tindih.

3) Anggaran Operasional yang Kurang Memadai
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Tercukupinya anggaran operasional khususnya pengawasan
wilayah kerja Perum Jasa Tirta | sangat penting untuk menjaga
kelestarian daerah sempadan sungai. Kebijakan penambahan anggaran
operasional untuk pengawasan wilayah kerja Perum Jasa Tirta | saat ini

belum diambil, tetapi a Tirta | mulai melakukan kerjasama

dengan Pem ang wilyahnya dialiri aliran
ud adalah melakukan
gai, dalam hal ini
| sedangkan
masi terhadap
tkan frekwensi
arapkan dapat
adan sungai.

Implementasi Pasal

6 ayat ahun 1999 Tentang

Perusahaan ait Dengan Peningkatan

Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai
1) Regulasi
Regulasi yang dijadikan acuan dalam penerbitan izin penggunaan
daerah sempadan sungai seperti yang disebutkan dalam bahasan
sebelumnya vyaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan

Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Sumber—sumber Air di Wilayah
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Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat | Jawa Timur dianggap kurang tepat, proses yang
dibutuhkan tidak begitu efektif dan izin bisa terbit tidak sesuai dengan
rekomendasi teknis dari Perum Jasa Tirta |. Regulasi izin penggunaan

sungai seharusnya be Perum Jasa Tirta |, sehingga proses

pemberian sesuai dengan kondisi di
um Jasa Tirta | melalui
\Pekerjaan Umum
nerbitan izin
Jasa Tirta .2

m Jasa Tirta |

dengan kondisi

menyimpang seperti

erum Jasa Tirta | selaku

pengelola sumber daya air yang mempunyai tugas perlindungan daerah
sempadan sungai Kali Brantas, melakukan upaya pengamanan terhadap
daerah sempadan sungai sebagai kekayaan negara melalui hubungan
keperdataan, dengan mengadakan perjanjian penggunaan daerah

sempadan sungai Kali Brantas dengan pihak pengguna yang tidak

*! Hasil Wawancara dengan Bpk Wahyu Dutonoto, Kepala Bagian Hukum Perum Jasa Tirta I. Tanggal
27 Oktober 2011
*? Hasil Wawancara dengan Bpk Wahyu Dutonoto, Kepala Bagian Hukum Perum Jasa Tirta I. Tanggal
27 Oktober 2011
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memiliki izin. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan
kepada pihak pengguna langsung atau kepada pemerintah desa
setempat sehingga lebih koordinatif.

Tabel 4.2 Perjanjian Masyarakat dengan Perum Jasa Tirta |

No P~ Jumlah

FLWwwWworr NDW

asyarakat yang
abkan kurangnya
upaya pendekatan

irta | yaitu melakukan

perjanjian. TujUareres et 1 IMengikat para pengguna yang

tidak memiliki surat izin penggunaan daerah sempadan sungai sebagi

berikut:

a) Memperoleh pengakuan dari masyarakat bahwa daerah sempadan
sungai Kali Brantas pengelolaannya dilimpahkan kepada Perum Jasa
Tirta I;

b) Pengamanan dari penggunaan yang tidak memperhatikan fungsi

sungai;
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c) Perlindungan dari adanya bangunan semi permanen maupun
permanen.

3) Wilayah Kerja Yang Luas

Wilayah kerja Perum Jasa Tirta | seperti yang disebutkan dalam

bahasan sebelumny engan Pasal 10 ayat (1) Peraturan

Pemerintah takan bahwa wilayah kerja

antas, dan mengacu

ngan wilayah
an anggaran
aryawan yang
ntuk pengasan
berdampak pada
seperti disebutkan

elakukan pengawasan

bersama dengalpem Kota yang wilayanya dialiri
sungai Kali Brantas. Sehingga pengawasan dapat dilakukan secara
menyeluruh pada wilyah kerja Perum Jasa Tirta |, dan pemanfaatan

daerah sempadan sungai tanpa izin dapat diminimalisir.
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A. Kesimpulan
1. Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun

1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta | terkait dengan

Peningkatan Pendayagys Sungai Kali Brantas di Kota

Batu dalam hal Renggunaan Sungai telah

jan Sungai

Sungai Kali
utu Sumber
Daya engan Instansi
Ain luwas wilayah

aitu Regulasi yang

digunakan untuk pe gatan sempadan sungai saat ini
adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991
tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin
Penggunaan Air dan atau Sumber-sumber Air di Wilayah Kerja
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta | kepada Gubernur Kepala Daerah

Tingkat | Jawa Timur yang kurang tepat, lebih lanjut lagi seharusnya

kewenangan pemberian izin tersebut berada pada Perum Jasa Tirta |,
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Wilayah Kerja Perum Jasa Tita | vyang sangat luas.
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3. Upaya-upaya Perum Jasa Tirta | dalam menanggulangi faktor intern dan
ekstern penghambat Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali
Brantas di Kota Batu yaitu : (1). Membekali pegawai dengan pendidikan dan
pelatihan (Diklat), (2). Membangun kerjasama dengan Lembaga atau instansi

lain yang berhubungan de er Daya Air, (3).

Mengalokasikan dari APBN dan APBD, (4).
Mengusula manfaatan sempadan
sungaj adan hukum.

gulangi faktor
ali Brantas di
Kot Neacl: v il sepenuhnya,
. bahan regulasi
a Tirta | sudah

hambat, tetapi hasil

dari upaya apat dilihat dari sangat

an Sungai Kali Brantas di

Kota Batu.
B. Saran
1. Mengoptimalkan pengawasan pada sempadan sungai sangat perlu
dilakukan, karena ada salah pemahaman pola pikir pada masyarakat.
Seharusnya pengawasan sempadan sungai dibentuk satu divisi khusus yang
bertugas hanya untuk melakukan pengawasan pada sempadan sungai

setelah memperoleh hasil pengawasan, pada daerah yang paling banyak
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terjadi pelanggaran menjadi prioritas untuk diberikan sosialisasi. Diharapakan
dengan cara tersebut pelanggaran dapat ditekan dan kelestarian Daerah
Aliran Sungai Kali Brantas di Kota Batu tetap terjaga.

2. Diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang wilayahnya

dilalui aliran Sungai Kali erjasama terutama dilakukan dengan

Kelurahan atau D Desa sangat dekat dengan
masyaraka a dapat memberikan
penge ikut menjaga

nertiban tidak

teri Pekerjaan
ng Pelaksanaan
er-sumber Air di
| dengan peraturan

mberian izin melekat

pada Perum er Daya Air sesuai dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Diharapkan
dengan melekatnya kewenangan penerbitan izin pada Perum Jasa Tirta |
maka pemeberian izin sesuai dengan permohonan.

4. Perlu diadakannya Program Kali Bersih (Prokasi) di kabupaten / kota yang
wilayahnya dilalui aliran Sungai Kali Brantas, program ini berskala nasional
dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai sampai mencapai

tingkat mutu air yang terbaik, mengelola fungsi sempadan sungai
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sebagaimana mestinya,meningkatkan kedayagunaan dan kemanfaatan
lingkungan sungai bagi kepentingan umum secar berkelanjutan. Dengan
adanya Prokasi maka keberlangsungan dapat lebih terjaga, dan kerjasama
antar instansi dapat lebih ditingkatkan kerena sudah ada wadah yang

menaungi yaitu Prokasih
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